
  

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

 
 
NOMOR 04 TAHUN 2007    
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

NOMOR 04 TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG 
TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

 
Menimbang  : a. bahwa perdagangan orang terutama perempuan dan anak 

merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki manusia 
sebagai subyek hukum, menimbulkan masalah kemanusian 
yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai 
mahluk sosial; 

 
  b. bahwa perdagangan orang terutama perempuan dan anak 

mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman 
terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma 
atau kaidah-kaidah kehidupan dan dilandasi penghormatan 
terhadap hak asasi manuisa; 

 
c. bahwa untuk menanggulangi akbiat perdagangan orang 

terutama perempuan dan anak Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Timur harus segera melakukan upaya-upaya penghapusan 
terhadap perdagangan orang terutama perempuan dan anak; 
  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang 
terutama Perempuan dan Anak. 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3021); 

 
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3143); 

 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan  

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3495); 

 
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for 
Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia 
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3835); 

 
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 

ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and 
Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of 
Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan 
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4235); 
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10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 

 
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4310); 

 
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 

 
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4493); 

 
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

 
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4445); 

 
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635); 

 
18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4720); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang  

Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4569); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 
23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi 
tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57); 

 
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk Untuk Anak; 

 
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak; 

 
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana 

Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traffiking) 
Perempuan dan Anak. 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

dan 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA 
PEREMPUAN DAN ANAK. 

 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur; 

  
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah Gubernur Kalimantan 

Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah; 

 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah; 

 
4. Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia; 

 
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur; 
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